BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori
2.1.1 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dari desentralisasi yang
artinya desentralisasi tidak dapat dilepaskan dari isu kapasitas keuangan daerah,
dimana kemandirian keuangan daerah berdasarkan kemampuan menggali dan
mengelola keuangannya. Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan
sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih
tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau
tugas pemerintahan dan pelayan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan
bidang pemerintahan yang dilimpahkan (Saragih dalam Kurnia, 2013).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada bagian
Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah disebutkan bahwa
“Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Definisi Desentralisasi menurut Yustika (2008:3) “Desentralisasi
menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama berkaitan
dengan aspek fiskal, politik, administrasi dan sistem pemerintahan serta
pembangunan secara sosial dan ekonomi.” Anggaran daerah atau Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai salah satu bentuk dari
desentralisasi fiskal, merupakan instrumen kebijakan fiskal yang utama bagi
pemerintah daerah dan juga menunjukan kapasitas dan kemampuan daerah.
Terdapat dua bentuk instrumen fiskal yang penting pada sistem federal yaitu
pajak, dan hibah antar pemerintah (intergovermental grants) dan bagi hasil
pendapatan (revenue sharing).

Kunci utama dari desentralisasi fiskal adalah pembuatan menjadi lebih dekat
dengan masyarakat sehingga distribusi pelayanan publik menjadi lebih muda

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal (Oates dalam Handayani, 2009).
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Terdapat tiga variansi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat
kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah. Pertama,
desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup
pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah yang
dinamakan dekonsentrasi. Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi,
yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan
fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah yang dinamakan delegasi. Ketiga,
devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja
implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu

dikerjakan, berada di daerah (Dirgantoro dan Sinaga, 2009).

2.1.1.1 Ketergantungan Fiskal

Permasalahan yang sering terjadi terkait dengan diberlakukannya otonomi
daerah dan desentralisasi adalah bagaimana daerah dapat mengatasi
ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam hak ketergantungan fiskal untuk
kebutuhan segala kegiatan pembangunan daerah  (Kuncoro, 2004:18).
Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dalam bidang
keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi
otonomi daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan
roda pemerintahan secara efektif dan efisien untuk mendorong peran serta
masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan dengan
meningkatkan pemerataan dan keadilan. Untuk melihat ketergantungan fiskal
pemerintan daerah dapat dilakukan dengan mengukur Kkinerja/lkemampuan
keuangan pemerintah daerah dan mengukur kesiapan pemerintah daerah dalam
menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat diukur dari
seberapa jauh kemampuan pembiayaan bila didanai sepenuhnya oleh Pendapatan
Asli Daerah dan Bagi Hasil. Mengukur kinerja/kemampuan keuangan pemerintah
daerah dapat dilakukan dengan menggunakan indikator Derajat Desentralisasi
Fiskal (Anita, 2001). Sedangkan untuk Melihat kesiapan pemerintah daerah dalam
menghadapi otonomi daerah khususnya dibidang keuangan, dapat dilihat dari
seberapa jauh kemampuan pembiayaan urusan bila didanai sepenuhnya oleh
Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil (Sumarsono, 2009).
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Menurut Halim dalam (Fattah & Irman, 2012), ciri utama suatu daerah
mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang
berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali
sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada
bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi
sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan
pusat dan daerah. Kedua ciri tersebut akan mempengaruhi pola hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah. Secara konseptual, pola hubungan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah harus sesuai dengan kemampuan daerah dalam
membiayai pelaksanaan pemerintahan. Oleh karena itu, untuk melihat
kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat

diukur melalui kinerja keuangan daerah.

2.1.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Dalam melaksanakan segala sesuatu dibutuhkan perencanaan yang matang
agar tujuan yang didambakan dapat terwujud sesuai harapan. Perencanaan ini
berlaku untuk setiap aktifitas, terlebih bagi aktifitas besar dan menyangkut
kepentingan orang banyak seperti pelaksanaan Pemerintah Daerah. Diperlukan
perencanaan yang matang agar tujuan Pemerintah Daerah untuk memberi
pelayanan maksimal kepada masyrakat dapat tercapai. Salah satu perencanaan
yang digunakan Pemerintah Daerah adalah dibuatnya APBD. APBD adalah
bagian dari perencanaan yang berkaitan dengan anggaran yang digunakan dalam
melaksanakan roda pemerintahan. Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan
salah satu untuk meningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
Pengertian anggaran menurut Nafarin (2007:20) “Anggaran merupakan pedoman
tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan,
belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun
menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa anggaran

merupakan suatu rencana keuangan yang terdiri dari pendapatan dan pengeluaran
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yang mana dalam pelaksanaannya harus direncanakan dengan baik agar tujuan
yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dijelaskan
dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan dalam pasal 1 butir
(17) sebagai berikut:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD
adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas
dan disetuji bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Halim (2011:159) menyatakan bahwa definisi APBD, adalah:

Rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka
dan menunjukan adanya sumber penerimaan yang merupakan target
minimal dan biaya yang merupakan batas maksimal untuk satu periode
anggaran.

Selain itu, menurut Tim Pengembangan Konten Akuntansi Sektor Publik
Universitas Widyatama (2009:67):

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana
kegiatan Pemerintah Daerah yang dtuangkan dalam bentuk angka dan
menunjukkan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal
dan biaya yang menjadi batas maksimal untuk satu periode anggaran.

Menurut Nordiawan, Sondi dan Rahmawati (2008:30) ‘“Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD merupakan
rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan
ditetapkan oleh Peraturan Daerah.” Berdasarkan beberapa pengertian di atas jelas
bahwa APBD haruslah disusun dengan baik dan dipertimbangkan dengan
seksama dengan memperhatikan skala prioritas dan dalam pelaksanaannya harus

mengacu pada sasaran dengan cara yang berdaya guna dan tepat guna.

2.1.2 Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, “Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Sedangkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa,
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“Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah
dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh Daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri
dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan
perundang-undangan.

Klasifikasi belanja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010
tentang standar akuntansi pemerintah untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi:

1. Belanja Operasi
Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja
Operasi meliputi:
1) Belanja Pegawai,
2) Belanja Barang,
3) Subsidi,
4) Hibah,
5) Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai
aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
aset sampai aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi:
1) Belanja Modal Tanah,
2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin,
3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan,
4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya,
6) Belanja Aset Lainnya.

3. Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga.
Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran
untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang
seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran
tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

4. Belanja Transfer
Belanja Transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan
yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti
pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi ke
kabupaten/kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa.
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Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum
daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu
tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang belanja dikelompokkan menjadi:

1. Belanja Langsung.
Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari
belanja:
1) Belanja Pegawai,
2) Belanja Barang dan Jasa,
3) Belanja Modal

2. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang
terdiri dari:
1) Belanja Pegawai,
2) Belanja bunga,
3) Belanja subsidi,
4) Belanja hibah,
5) Belanja bantuan sosial,
6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintahan desa.

Belanja Daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa:

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan
pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupeten/kota yang
terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya
dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Daerah
yang diperoleh baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun dari dana
perimbangan tentunya digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai
Belanja Daerah.

2.1.2.1 Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya
melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan
selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan
pada kelompok belanja administrasi umum. Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 pasal 53 ayat (1), belanja modal di gunakan
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untuk pengeluaran yang di lakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan atau
pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12
(dua belas) bulan untuk di gunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan
jaringan serta aset tetap lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007
mendefinisikan belanja modal sebagai berikut :

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang di gunakan dalam
rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan
minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang di tetapkan oleh
pemerintah di mana aset tersebut di pergunakan untuk operasional
kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk di jual.

Pada dasarnya ketiga definisi di atas memiliki makna dan arti yang sama,
belanja modal di gunakan untuk mendapatkan aset tetap Pemerintah Daerah
seperti peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis
ada 3 (tiga) cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun
sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli (Fadilah, 2017).

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor
Per-33/PB/2008, suatu belanja di kategorikan sebagai belanja modal apabila:

a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau
aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat dan kapasitas.

b. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapasitas aset tetap atau aset
lainnya yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

c. Perolehan aset tetap tersebut di niatkan bukan untuk di jual.

d. Pengeluatan tersebuut di lakukan sesudah perolehan aset tetap atau aset
lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat,
kapasitas, kualitas dan volume aset yang di miliki bertambah serta
pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset
tetap atau aset lainnya.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) belanja modal di kategorikan
sebagai berikut :

a. Belanja modal tanah adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan untuk
pengadaan/ pembelian/ pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa
tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah,
pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan
perolehan hak atas tanah dan sampai tanah di maksud dalam kondisi
siap pakai.
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b. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/ biaya yang di
gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan termasuk
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan
pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai
gedung dan bangunan di maksud dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/ biaya yang di
gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan peningkatan
kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan
masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan
mesin yang di maksud dalam kondisi siap pakai.

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/ biaya/
yang di gunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan
peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan dan termasuk
pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan,
irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan
jaringan yang di maksud dalam kondisi siap pakai.

e. Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/ biaya yang di gunakan
untuk  pengadaan/  penambahan/  penggantian/  peningkatan
pembangunan/ pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang
tidak dapat di kategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah,
peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan,
termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli,
pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk
museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18, Pendapatan
asli daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah
yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Jadi pengertian pendapatan asli daerah dapat dikatakan sebagai
pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan
potensi-potensi sumber-sumber keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan
tanggungjawabnya.

Menurut Widanarto (2015) pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah
penerimaan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam
wilayahnya sendiri yang dipungut dengan menerbitkan peraturan daerah dengan
mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Halim (2009:19) kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan
menjadi empat jenis pendapatan:

1. Pajak Daerah
Sesuai UU 34 Tahun 2000 jenis pendapatan pajak untuk kabupaten/kota
terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak



18

Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian
Golongan C dan Pajak Parkir.
2. Retribusi Daerah
Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari
retribusi.Terkait dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 jenis pendapatan
retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan yang terdiri
dari 29 objek
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang
mencakup:
a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/
BUMD
b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/
BUMN
c. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-
lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan
penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini
meliputi objek pendapatan berikut:
1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
2) Jasaqgiro
3) Pendapatan bunga
4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai
6) akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
7) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap
8) mata uang asing
9) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
10) Pendapatan denda pajak.
11) Pendapatan denda retribusi.
12) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
13) Pendapatan dari pengembalian.
14) Fasilitas sosial dan umum.
15) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
16) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
Dalam upaya meningkatkan PAD, Daerah dilarang:
a. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang
menyebabkan ekonomi biaya tinggi; dan
b. menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menghambat
mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antardaerah, dan
kegiatan impor/ekspor.

Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka

diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni
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dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik
dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan
penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta
memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Dari pendapat beberapa ahli maka penulis mensintesakan bahwa Semakin
besar Pendapatan Asli Daerah yang diterima, maka semakin besar pula
kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. PAD
adalah pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari dalam
wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal
dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam
mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan
pelayanan dan Kkesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan
Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Pemerintah
Daerah dalam program otonomi daerah ini tentunya meningkatkan tanggung
jawab pengelolaan program pada Pemerintah Daerah, program kerja yang
sebelumnya ada dalam kebijakan Pemerintah Pusat, kini didelegasikan secara
langsung kepada Pemerintah Daerah. Hal ini tentunya berimplikasi kepada
peningkatan kebutuhan anggaran Pemerintah Daerah dalam membiayai porgram
kerja yang meningkatkan tersebut. Maka untuk menciptakan satu sistem yang adil
dan proporsional diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang
merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Merujuk pada pengertian Dana Perimbangan dalam Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 18 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Dana Perimbangan diartikan sebagai
dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN)
yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi.
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Peningkatan kebutuhan belanja Pemerintah Daerah dalam era otonomi ini
memang seharusnya di atasi dengan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah
dalam menggali potensi pendapatan yang ada didaerahnya. Akan tetapi,
kebanyakan daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang rendah
sehingga mengandalkan dana perimbangan ini. Hal ini sejalan dengan tujuan
lahirnya dana primbangan yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyatakan bahwa tujuan “Dana
Perimbangan adalah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya,
juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan Pemerintah
antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan
Pemerintah antar Daerah.”

Dalam pandangan teori ekonomii publik, fungsi ekonomi pemerintah
terdiri dari tiga fungsi pokok, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi
stabilasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif bila
kewenangannya ada pada Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi lebih tepat
jika pelaksanaannya ada pada pemerintah daerah, karena Pemerintah Daerah lebih
memahami kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang ada didaerahnya. Maka dari
itu pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam
penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Perincian pendapatan yang termasuk kedalam Dana
Perimbangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni Dana
Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
(APBN) itu terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK).

2.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Pengertian SILPA sebagaimana dimuat dalam penjelasan Permendagri No
13 Tahun 2006 Pasal 1 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai
berikut:
SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama satu periode anggaran. SILPA dapat menjadi salah satu
sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk
mendanai kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan, akan tetapi jumlah dari
sisa anggaran ini belum pasti karena dalam penetapan anggaran untuk tahun
sekarang belum ada pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun
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sebelumnya, sehingga penetapan jumlah SILPA ini masih dalam bentuk

taksiran atau belum sesuai dengan berapa yang sesungguhnya dicantumkan.

Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan
(SAP) lampiran 1.02 “SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA
dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD
selama satu periode pelaporan”. SILPA yang terdapat dari sisa APBD tahun ini
akan menjadi penambah belanja untuk pemerintah di tahun berikutnya. SILPA
adalah selisih surplus anggaran dengan pembiayaan netto, yang dapat digunakan
untuk mendanai kegiatan tahun berikutnya (diunduh dari
www.djpk.kemenkeu.go.id). Selisih tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah
daerah mengalami pengefisiensian anggaran untuk periode tahun saat ini.

SILPA dari beberapa pengertian di atas dapat dinyatakan adalah sisa uang
yang terjadi karena pendapatan yang lebih besar dari pada belanja pemerintah,
serta penerimaan pembiayaan yang lebih besar dari pada pengeluaran pembiayaan
yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah tahun berikutnya.
SILPA juga dapat disimpulkan bahwa dana APBD pemerintah untuk tahun ini
mengalami kelebihan atau dana yang seharusnya dibelanjakan pemerintah, tidak
dibelanjakan oleh pemerintah

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa SILPA merupakan
salah satu komponen yang terdapat didalam Laporan Realisasi Anggaran
(LRA) vyang terjadi karena pendapatan pemerintah lebih besar dari pengeluaran
pemerintah. Unsur pendapatan yang terdapat didalam LRA salah satunya ialah
PAD dan dana transfer. Unsur tersebut merupakan unsur yang paling dominan
karena unsur tersebut berkontribusi paling besar didalam pendapatan, otomatis
jika unsur  dominan tersebut diakhir tahun masih bersisa maka akan
menyebabakan SILPA diakhir tahun.

Permendagri 13 tahun 2006 pasal 137 juga menjelaskan SILPA yang akan
digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah tahun berikutnya hanya
diperbolehkan dalam hal :

1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil
daripada realisasi belanja.

2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung.
Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran
belum diselesaikan.
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2.1.6 Flypaper Effect
Flypaper effect merupakan fenomena utama dalam penelitian ini. Menurut
Maimunah (2006) pengertian Flypaper Effect adalah sebagai berikut :

Flypaper effect atau lebih dikenal dengan efek kertas layang adalah suatu
kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon (belanja) lebih
banyak dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diproksikan
dengan DAU dari pada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan
dengan PAD.

Kemudian menurut Dougan dan Kenyon dalam (Ndadari, 2008)
menyebutkan bahwa “Flypaper effect merupakan suatu keganjilan dimana
kecenderungan dari dana bantuan (transfer) akan meningkatkan belanja publik
yang besar dibandingkan dengan pertambahan pendapatan yang diperoleh
masyarakat”. Dan menurut Oates dalam (Halim, 2013:33) menyatakan bahwa
ketika respon (belanja) daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatan
pemerintah, maka disebut flypaper effect. Istilah Flypaper effect yang menyatakan
bahwa pemerintah daerah menggunakan pendapatan transfer (grants) untuk
memperluas belanja publik daripada pendapatan daerah (lokal), baik secara
langsung melalui rapat atau tidak langsung melalui pengurangan pajak. Akibatnya
berkaitan dengan alasan politik dan birokratis, yaitu transfer untuk pemerintah
daerah cenderung mengarah pada pengeluaran daerah lebih besar daripada
pendapatan daerah. Namun pada kenyataannya dana transfer ini menjadikan
pemerintah daerah menjadi semakin bergabung karena dominanya dana transfer
ini dalam pendapatan daerah.

Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer
akan meningkatkan belanja pemerintanh daerah yang lebih besar daripada
penerimaan transfer itu sendiri. Fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua
versi. Pertama merujuk pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan anggaran
belanja pemerintah yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran
ternadap transfer yang lebih tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap
penerimaan daerah. Pemikiran birokratik berpandangan posisi birokrat lebih kuat
dalam pengambilan keputusan publik dimana berusaha untuk memaksimalkan
anggaran sebagai proksi kekuasaannya. Model birokratik juga menegaskan

flypaper effect sebagai akibat dari perilaku birokrat yang leluasa untuk
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membelanjakan transfer daripada menaikkan PAD. Shinta (2009) menyatakan
bahwa “implikasi yang penting dari model ini bahwa desentralisasi fiskal memacu
pertumbuhan sektor publik. Dalam sistem yang terdesentralisasi, pemerintah
daerah memiliki lebih banyak informasi untuk membedakan kepentingan
penduduknya sehingga bisa memperoleh lebih banyak sumber daya dari
perekonomian. Sehingga efisiensi ekonomi penyediaan barang publik akan
tercapai dengan melibatkan partisipasi masyarakat”.

Menurut Afrizawati (2012) flypaper effect merupakan respon yang tidak
simetri atau asimetris terhadap peningkatan dan penurunan penggunaan dana
transfer dari pemerintah pusat, dana transfer tersebut diberikan untuk jangka
waktu tertentu dengan indikasi adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari
penerimaan transfer (grants) yang cenderung meningkat. Dengan kata lain
penemuan flypaper effect pada alokasi pengeluaran, maka diharapakan pemerintah
dapat seminimum mungkin memeperkecil respon yang berlebihan pada belanja
daerah. Yang mana juga flypaper effect merupakan respon pemerintahdaerah yang
asimetris terhadap perubahan penggunaan transfer.

Nahlia (2014) menganggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional
jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti
halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula
dengan PAD. Fenomena membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan
meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer
itu sendiri. Flypaper Effect terjadi karena adanya superioritas pengetahuan
birokrat mengenai transfer dari pemerintah pusat. Informasi lebih yang dimiliki
oleh birokrat ini memungkinkan para birokrat ini melakukan pengeluaran yang
berlebih. Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan
adanya flypaper effect pada Belanja Daerah.

Dari pendapat beberapa ahli maka penulis mensintesakan bahwa Flypaper
Effect adalah suatu kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah merespon
belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer (DAU) daripada
menggunakan pendapatan asli daerahnya. Fenomena Flypaper Effect membawa
implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja daerah yang lebih

besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.
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Penelitian Terdahulu
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Penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang terhadap Belanja Modal
dapat dilihat dalam tabel 2.1

Tabel 2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Jurnal limiah

Mahasiswa Ekonomi

No Nama Peneliti/ Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
Tahun & Judul
1 Riko Novianto & Variabel : Peneliti Pendapatan  Asli
Rafiudin Hanafiah menggunakan | Daerah, dan Dana
(2015) - PAD(X3), variabel Perimbangan,
secara parsial
Pengaruh Pendapatan | - Dana - Ketergantun | berpengaruh positif
Asli Daerah, Dana Perimbangan gan Fiskal dan signifikan
Perimbangan dan (X1) (X2) dan, terhadap  Belanja
Kinerja Keuangan - SiLPA (X4) | Modal, sedangkan
terhadap Alokasi sebagai variabel  Tingkat
Belanja Modal Pada pembeda Kemandirian
Pemerintah Kab/Kota Keuangan Daerah
di Provinsi Tahun Sebelumnya
Kalimantan Barat secara parsial tidak
berpengaruh
Jurnal Ekonomi terhadap  Belanja
Vol.4 No.1 Januari- Modal.
Juni 2015 UNTAG
Cirebon
(ISSN: 2302-7169)
2 Desi  Zeatifani & | Variabel : Peneliti SiLPA dan
Syukriy Abdullah | - SILPA(X4) dan mepggunakan Ketergantungan
variabel Fiskal secara
(2018) - K_etergantunggn - PAD(X3) bersama-sama
Fiskal sebagai dan, b h
Pengaruh SiLPA dan | (X2) - Dana erpengart _
_ Perimbangan terhadap  belanja
Ketergantungan Fiskal | _ Belanja Modal (X1) sebagai | modal pemerintah
Terhadap Belanja | sebagai (Y) pembeda. daerah
Modal Kab/Kota di kabupaten/kota  di
Sumatera.  Secara
Pulau Sumatera parsial  variabel
Dengan  Kilasifikasi SIiLPA dan
Pemerintah  Daerah ketergantungan
) fiskal berpengaruh
Sebagai Pembeda terhadap  belanja
modal.
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Universitas Udayana
Vol.15 No.2. Mei
(2016): 1536- 1564
(ISSN: 2302-8556)

No Nama Peneliti/ Persamaan Perbedaan Hasil Penelitian
Tahun & Judul
Akuntansi
UNSYIAH Aceh
Vol. 3, No. 4 Hal
568-584 (ISSN:2581-
1002)

3 Laura Sour (2013) Menggunakan Variabel : Semua Regresi
- ; ::fnomenaff - Dana menunjukan bahwa
The Flypaper Effect | flypaper effect, . terdapat flvpaper
In  Mexican Local | Local income Perimbangan pat Typap

effect pada
Governments (X1), pemerintah
- (PAD)(X3) : _
Estudios ) - SILPA(X4), | Meksiko. Adanya
Econdmicos, Vol. 28, an Pengaruh
No. 1, Januari-Juni, Unconditional signifikan antara
é?lg’ p&ﬁf&?(—)l% de |  Intergovernm PAD,
L g Ketergantungan
México, A.C enta Transfer .
. Fiskal, dan
(ISSN: 0188-6916) ) _
- ketergantungan Financial
fiskal (X2) pada Resources, serta
enelitiannya Symmetry Effect
P y terhadap Belanja
- Serta Belanja Modal (Capital
Modal (Y) Expenditure).

4 Made Fajar Variabel Peneliti Terdapat pengaruh
Paramartha & menggunakan | Pendapatan  Asli
IGusti Ayu Nyoman | - PAD, (X3) variabel Daerah PAD
Budiasih (2016) dan - Ketergantun | terhadap  Belanja

gan Fiskal Modal, Tidak

Analisis Flypaper | - Belanja (X2) terdapat pengaruh
Effect,Pendapatan Modal (Y) sebagai DAU terhadap
Asli Daerah,Dana pembeda Belanja Modal,
Alokasi Umum Dan | Serta Terdapat pengaruh
Khususpada Belanja | menggunakan DAK terhadap
Modal di Bali, fenomena Belanja Modal,
flypaper effect. Terdapat pengaruh

Jurnal Akuntansi secara  bersama-

sama PAD, DAU,
dan DAK terhadap
Belanja Modal dan
Terjadi Fenomena
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No

Nama Peneliti/
Tahun & Judul

Persamaan Perbedaan

Hasil Penelitian

Flypaper Effect
pada
Kabupaten/Kota di
Provinsi Bali tahun
2009-2013

Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2019)

2.3

Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2015:127) “kerangka pemikiran merupakan konsep

yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang

teridentifikasi sebagai masalah riset.” Dalam Penelitian ini dapat diuraikan

variabel Independen yaitu Dana Perimbangan (X;), Ketergantungan Fiskal (X),
PAD (X3) dan SiLPA (X,) serta variabel Dependen ialah Belanja Modal (Y).

Berdasarkan uraian yang peneliti jelaskan di atas maka kerangka penelitian dalam

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

PAD (Xy)

Dana

Perimbangan (X2) [

SiLPA (X3)

| —

Ketergantungan
Fiskal (X4)

L

Hi

Belanja Modal

(Y)

Ha
Hs

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 2.1, dapat dijelaskan
bahwa variabel Independen yaitu PAD (X1), Dana Perimbangan (X5), SiLPA (X3)




27

dan Ketergantungan Fiskal (X,4) diduga berpengaruh terhadap variabel dependen

yaitu Belanja Modal (Y) baik secara simultan atau parsial.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah pernyataan tentative atau sementara yang merupakan
dugaan atau terkaan tentang apa saja yang peneliti amati dalam usaha untuk
memahaminya. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

Menurut Halim (2011: 101), bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli
daerah. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemampuan
daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau tergantung dari
sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Danayanti (2014)
menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi
Belanja Modal. Penelitian oleh Marissa dan Muid (2014) juga meyatakan bahwa
PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah dan
telah terjadi flypaper effect. Maka dapat dinyatakan bahwa :

H1 : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara parsial terhadap
Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan?
Pengertian Dana Perimbangan Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung
pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian
otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan
masyarakat yang semakin baik. Berdasarkan Penelitian oleh Novianto dan
Hanafiah (2015) menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh secara
positif dan signifikan. Maka dapat dinyatakan bahwa :
H2 :Diduga Dana Perimbangan berpengaruh secara parsial terhadap Belanja
Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan?
Pengertian SILPA sebagaimana dimuat dalam penjelasan Permendagri No 13
Tahun 2006 Pasal 1, merupakan selisin lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SILPA dapat menjadi salah

satu sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk
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mendanai kegiatan-kegiatan pada tahun berjalan, akan tetapi jumlah dari sisa

anggaran ini belum pasti karena dalam penetapan anggaran untuk tahun sekarang

belum ada pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya,
sehingga penetapan jumlah SILPA ini masih dalam bentuk taksiran atau belum
sesuai dengan berapa yang sesungguhnya dicantumkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Danayanti (2014) bahwa SiLPA

berpengaruh secara positif dan signifikan. Maka dapat dinyatakan bahwa :

H3: Diduga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh secara
parsial terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Sumatera Selatan?

Menurut Ariansyah dkk (2014) pengertian Ketergantungan Fiskal adalah
rasio besarnya jumlah penerimaan dana alokasi dari pemerintah pusat terhadap
penerimaan asli daerah (PAD). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh
Zeatifani dan Abdullah (2018) menyatakan bahwa Ketergantungan Fiskal
berpengaruh secara positif dan signifikan, maka dapat dinyatakan bahwa :

H4: Diduga Ketergantungan Fiskal berpengaruh secara parsial terhadap Belanja
Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Selatan?

Berdasarkan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu, maka dapat
dinyatakan bahwa :

H5: Diduga Dana Perimbangan, Ketergantungan Fiskal, Pendapatan Asli Daerah
(PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh secara
bersama-sama  terhadap Belanja Modal Pemerintahan  Daerah
Kabupaten/Kota Sumatera Selatan?



